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BAB III 

BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

 

A. Tinjauan Pustaka Tentang Akad 

1. Pengertian Akad 

Akad, menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, 

sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan 

antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

atau perbuatan.
1
 

Menelusuri asas daripada akad sebagaimana ditur dalam 

KHES pasal 21 yang pada intinya bahwa akad memiliki unsur 

tidak dipaksa dan asas kehendak para pihak, mampu menepati 

janji, menerapkan kehati-hatian, tidak merubah subtansi yang 

diperjanjikan, saling menguntungkan para pihak, adanya 

kesetaraan baik hak dan kewajiban yang seimbang, transparasi, 

adanya kemudahan dalam bertransaksi sesuai yang disepakati, 

mengedepankan itikad baik sesuatu sebab yang halal tidak 

bertentangan dengan hukum, bebas berkontak dan terakhir 

tertulis.
2
 

                                                             
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 

44-45. 
2Ika Atikah dan Maimunah, “Perlindungan Nasabah Melalui Klausul 

Buku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, 

Jurnal Hukum Islam, Vol. 21, No.2, (Desember, 2021), h. 246  



 
 

 

35 

 ٍَ ْٛ رَّقِ ًُ َ ٚحُِةُّ انْ ٌَّ اّللّٰ ِ اذَّقٰٗ فاَ َٔ  ِٖ فٰٗ تِعَْٓذِ ْٔ ٍْ اَ  تهَٰٗ يَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati 

janji (yang dibuat) Nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Ali Imran: 76)
3
 

 
 

Selain itu dalam ayat lain Allah berfirman: 
 

َْعَاوِ الَِّْ يَا ٚرُْهٰٗ عَهَْٛ  ًَحُ الَْْ ْٛ ِٓ دِِۗ احُِهَّدْ نكَُىْ تَ ْٕ ا تاِنْعُقُ ْٕ فُ ْٔ ا اَ ْٰٕٓ ٍَ اٰيَُُ ْٚ اَُّٚٓاَ انَّزِ
ٰٓ كُىْ ٰٚ

ْٚذُ  َ ٚحَْكُىُ يَا ٚشُِ ٌَّ اّللّٰ َْرىُْ حُشُو ِۗ اِ اَ َٔ ْٛذِ  ْٛشَ يُحِهِّٗ انصَّ  غَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-

janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan 

disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.(Q.S. Al-

Maidah: 1)
4
 

 

Kata ahdu di dalam ayat Al-Qur‟an di atas mengacu kepada 

ungkapan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak 

mengerjakannya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. 

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan 

pihak lain, baik setuju maupun tidak persetujuan pihak lain tidak 

akan mempengaruhi janji yang dibuat oleh pihak yang terkait 

dalam perjanjian. Sedangkan perkataan aqdu mengacu terjadinya 

dua perjanjian atau lebih, yang maksudnya adalah seseorang yang 

                                                             
3
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjamahannya: Edisi 

Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur‟an, 2019), 79 
4
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjamahannya: Edisi 

Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur‟an, 2019), 143 
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mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain 

yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji 

yang berhubungan dengan janji (ahdu) dari dua orang yang 

mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.5 

Menurut para ulama Fiqh, akad didefinisikan sebagai 

hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat 

yang menetapkan adanya akibat hukum dalam objek perikatan.6 

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian 

harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk 

mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam 

suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam 

bentuk ijab dan kabul, kedua sesuai dengan kehendak syariat, dan 

ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.7 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang 

dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu 

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau 

tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Secara khusus akad 

                                                             
5
 Sholikul Hadi, Fiqh Muamalah, (Kudus: Nora Interprise, 2011), 45 

6
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenamedia 

Group, 2015), 71. 
7
 Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariahdalam Kompilasi Hukum 

Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman (Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakti, 

2001), 247. 
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berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang 

disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
8
 

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting 

karena keberlangsungan kegiatan bisnis kedepannya akan 

tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk 

menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak 

yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang 

mengikat hubungan kedua pihak untuk sekarang dan yang akan 

datang, karena pemilihan akad akan mencerminkan seberapa 

besar resiko dan keuntungan bagi kedua belah pihak.
9
 

Dengan demikian akad merupakan pertalian ijab dan kabul 

yang yang dilakukan dua orang atau lebih dan dapat berpengaruh 

pada hak kepemilikan pada objek akad. Ijab yang dimaksud disini 

adalah pernyataan pertama yang diungkapkan salah satu pihak 

yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. 

Sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak lain setelah ijab 

yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatkan diri. Dengan 

demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah 

                                                             
8
Mardani, Fiqh Ekonomi  Syariah, (Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup, 

2012), 72 
9
 Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli 

dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”,Al-Adalah, Vol.12, 

No. 4,(Desember 2015), h.785 
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akad disebut dengan mujib dan pihak lain setelah ijab disebut 

qabil. 

2. Tujuan Akad 

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat 

hukum.Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang 

dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui 

pembuatan akad.10 Tujuan akad selain untuk mendapatkan 

keuntungan ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan surat Al-

Baqarah ayat 275. 

ًَظِِّۗ  ٍَ انْ ٍُ يِ ْٛطٰ ْ٘ ٚرَخََثَّطُُّ انشَّ وُ انَّزِ ْٕ ا ٚقَُ ًَ ٌَ الَِّْ كَ ْٕ يُ ْٕ تٰٕا لَْ ٚقَُ ٌَ انشِّ ْٕ ٍَ ٚأَكُْهُ ْٚ انََّزِ

 ُ
احََمَّ اّللّٰ َٔ تٰٕاۘ  ْٛعُ يِثْمُ انشِّ ا انْثَ ًَ ا اََِّ ْٰٕٓ ىُْ قاَنُ ِ  رٰنكَِ تآَََِّ ٍْ اَاَهَ ًَ  فَ

تٰٕاِۗ وَ انشِّ حَشَّ َٔ ْٛعَ   انْثَ

ى ِكَ 
َ
ٍْ عَادَ فأَُنٰ يَ َٔ  ِۗ ِ

ٰٓ انَِٗ اّللّٰ  ِ ايَْشُ َٔ ّ  يَا عَهفََِۗ  ٗ فهََ ٰٓ َْرَ ّٖ فاَ تِّ ٍْ سَّ عِظحَ  يِّ ْٕ يَ

 ٌَ ْٔ ْٛٓاَ خٰهِذُ  اصَْحٰةُ انَُّاسِ ۚ ْىُْ فِ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa 

jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka 

itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-

Baqarah: 275).
11
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad 

Dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69 
11

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjamahannya: Edisi 

Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur‟an, 2019), 61-62 
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Dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun apabila 

akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk 

keuntungan semata, maka hasilnyapun sesuai dengan apa yang 

diniatkannya.12 

3. Rukun Akad 

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat 

sahnya.Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada 

dan merupakan esensi dalam setiap perikatan.Di satu sisi, rukun 

menunjukkan ada dan tidaknya suatu perbuatan. Di sisi lain, 

syarat merupakan bagian dari rukun tetapi bukan esensi dalam 

perbuatan.13 Menurut mayoritas Ulama, rukun akad terdiri atas 

tiga unsur, yaitu: shigat (ijab dan qabul), aqidan (dua pihak yang 

melakukan akad), dan ma‟qud alaih (objek akad).14 Dibawah ini 

akan dijelaskan rukun akad sebagaimana disebutkan diatas, yaitu 

sebagai berikut: 

 

                                                             
12

Mardani, Fiqh Ekonomi  Syariah…,h. 89-90 
13

 Deni K. Yusup, “Peran Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan 

Syariaah Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”Al-Adalah Vol. XII, No. 

4, (Desember 2015), h. 706 
14

 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad 

Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25. 
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a. Shigat Akad 

Shigat adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari 

dua orang yang berakad (aqidan) dan menunjukkan keridhaan 

keduanya. Para ulama Fiqh menyebutnya dengan istilah ijab 

dan kabul.
15

 

Menurut sebagian Ulama, ijab adalah ungkapan yang 

pertama muncul dari salah satu pihak yang menunjukkan 

keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun 

yang memulainya, baik pembuli atau penjual, pihak ini disebut 

mujib (pelaku Ijab). Sedangkan qabul adalah ungkapan yang 

kedua dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang 

menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut, 

pihak ini disebut qabil (pihak yang menyetujui ijab).  

Syarat sah ijab dan qabul, yaitu:  

1) Ijab dan qabul harus jelas dan bisa dipahami, maksudnya 

ijab dan qabul tersebut menunjukkan keinginan niat dan 

maksud pelaku akad untuk bertransaksi.  

2) Ada kesesuaian antara ijab dan qabul, maksudnya qabul 

menunjukka maksud dari isi ijab. Ijab dan qabul ini harus 

                                                             
15

 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: Rosda, 2016), 13. 
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bersesuaian dimana satu pihak yang melakukan ijab atas 

atas objek akad tertentu maka qabul juga harus melakukan 

objek qabul tersebut.  

3) Ijab dan qabul dilakukan berturut-turut, maksudnya antara 

ijab dan qabul harus muttasil (menyambung), yakni 

dilakukan dalam satu majlis „aqd (tempat akad).  

4) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu, maksudnya 

keinginan untuk melakukan akad pada saat itu, bukan pada 

waktu mebndtang. Ini sesuai dengan pendapat para ahli 

Fikih bahwa jaji untuk membeli itu bukan akad jual beli 

dan tidak melahirkan akibat hukum jual beli.
16

 

Jika sudah terjadi ijab qabul sesuai dengan syarat-syarat 

sahnya maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah 

terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban 

yang disepakati dalam akad. Ada 4 uslub (metode) shighat 

akad, yaitu sebagai berikut:  

1) Akad dengan lafadz (ucapan), metode ini paling banyak 

digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat 

dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan 

masing-masig serta menunjukan keridhaannya. 

                                                             
16

Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah…,29-31 
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2) Akad dengan perbuatan, dalam akad ini terkadang tidak 

digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang 

menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual 

memberikan barang dan pembeli memberikan uang.  

3) Akad dengan isyarat, metode ini digunakan bagi orang yang 

tidak dapat berbicara, tetapi jika tulisannya bagus 

dianjurkan menggunakan tulisan.  

4) Akad dengan tulisan, metode ini dibolehkan baik bagi 

orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat 

tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami 

oleh kedua belah pihak. Namun, dalam akad nikah tidak 

diperbolehkan menngunakan akad tulisan. Ulama 

Syafi‟iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa akad dengan 

tulisan adalah sah jika dua orang yang berakad tidak hadir. 

Akan tetapi, jika yang berakad hadir, maka tidak 

diperbolehkan memakai tulisan.17 

b. Aqidan  

Aqidan adalah orang yang melakukan 

akad.Keberadaanya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan 

akad jika tidak ada aqidan. Begitu pula tidak akan terjadi ijab 
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 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), 46-51 
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dan qabul tanpa adanya aqidan.
18

 Syarat sah aqidan yakni 

sebagai berikut: 

1) Ahliyyah, maksudnya yaitu orang yang ahli dalam 

melakukan akad. Dalam hal ini sudah mummayyiz, baligh 

dan berakal. Maka, tidak sah akadnya orang gila, orang 

yang mabulk begitu juga akadnya anak kecil, kecuali 

mendapat izin dari walinya.
19

 

2) Wilayah (kekuasaan) adalah kewenangan atau kemampuan 

untuk melakukan transaksi dengan segala konsekuensi 

hukumnya menurut syar‟i.
20

 

Adapun tindakan aqidan, dalam fiqh muamalah pada 

prinsipnya sah, kecuali ada beberapa halangan, yaitu:  

1) Masih dibawah umur (safih). 

2) Gila (junun). 

3) Idiot („atah). 

4) Boros atau berlebih-lebihan (safah). 

5) Kehilangan kesadaran (igma‟). 

6) Tertidur dalam kedaan tidur gelap (nawm). 

                                                             
18

Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah…, 53 
19

Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi …, 17. 
20

Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah…, 34 
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7) Kesalahan dan terlupa (khafa‟). 

8) Memiliki kerusakan akal, atau kekurangan akal, yang 

disebabkan seseorang dalam keadaan mabuk (sukr), 

keracunan obat, atau karena ketidaktahuan atau kelemahan 

(jahil).21 

c. Ma‟qud Alaih  

Ma‟qud alaih adalah objek akad atau benda-benda yang 

dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas.Barang 

tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, 

benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat 

pula berbentuk kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-

mengupah, dan lain-lain. 

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek 

akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha 

menetapkan empat syarat dalam objek akad yaitu sebagai 

berikut:  

1) Barang ada ketika akad, berdasarkan syarat ini barang yang 

tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti 

jual beli sesuatu yang masih di dalam tanah atau menjual 

anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. 
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 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Islam (Jakarta: Kencana, 2014), 17 
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2) Masyru‟ (sesuai ketentuan syara‟), oleh karena itu barang 

yang diharamkan syara‟, seperti bangkai, minuma keras 

(khamr), dan lain-lain tidak sah dijadikan objek akad.  

3) Dapat diserahkan waktu akad, dengan demikian barang 

yang tidak diserahkan ketika akad seperti jual beli burung 

yang ada di udara, harta yang sudah diwakafkan, dan lain-

lain, tidak sah dijadikan objek akad.  

4) Diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.  

5) Suci, maksudnya ma‟qud alaih harus suci, tidak najis dan 

mutanajis (terkena najis). Oleh karena itu anjing, bangkai, 

darah, dan lain-lain, tidak sah dijadikan objek akad.22 

4. Syarat Akad 

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut: (1) Kedua 

orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah 

akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan 

karena boros.(2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima 

hukumnya, (3) Akad itu di izinkan oleh syara‟, di lakukan oleh 

orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 

„aqid yang memiliki barang, (4) Janganlah akad itu akad yang di 

                                                             
22

Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah…,h. 58 
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larang oleh syara‟, seperti jual beli mulasamah.Akad dapat 

memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di 

anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan), (5) Ijab itu 

berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul.Maka apabila 

orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka 

batallah ijabnya, (6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga 

bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, 

maka ijab tersebut menjadi batal.23 

5. Perjanjian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata)  

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari hukum 

perikatan.Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata 

disebutkan bahwa sumber dari perikatan adalah perjanjian dan 

undang-undang. Vollmar, Pitlo, H. Drion dan Meyers dalam 

ajaran umumnya menyatakan bahwa tidak ada pertentangan 

(tegenstelling) yang hakiki antara perikatan yang bersumber dari 

perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. 

Sebab pada akhirnya selalu undangundang yang memberi 

sanksinya.Namun, sumber perikatan yang terpenting adalah 
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 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 51 
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perjanjian, sebab melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai 

kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik 

perikatan yang bernama yang tercantum dalam title V s.d. XVII 

Buku III KUHPerdata maupun perikatan yang tidak bernama. Hal 

ini sesuai dengan asas kebebasan berkontran (contract vrijheid) 

sebagai salah satu asas yang menjadi dasar lembaga-lembaga 

hukum yang disebutkan pada title V s.d. XVII sebagai perjanjian 

bernama, juga menjadi dasar lembaga-lembaga hukum yang tidak 

disebutkan di dalam title-titel itu sebagai perjanjian yang tidak 

bernama.
24

 

Istilah janji terkadang memiliki maksud yang sama dengan 

terminologi perjanjian/kontrak. Perjanjian dipandang sebagai 

kontrak.Keduanya berbeda dengan janji.Kontrak terdapat 

pernyataan suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang 

terlibat dan diterima oleh pihak lainnya menimbulkan akibat 

hukum pada objek perjanjian, serta hak-kewajiban keduanya. 

Sedangkan janji lebih kepada keinginan yang diutarakan oleh 

seseorang untuk melakukan sesuatu, perbuatan maupun ucapan, 

                                                             
24

Gita Rachmad Gunawan, “Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan 

Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Tesis Program Studi 

Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universiras Diponegoro Semarang, 

2012), h. 29. 
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guna memberikan keuntungan bagi pihak lain. Perbedaannya 

terletak pada konsekuensi hukum dari keduanya, kontrak bersifat 

mengikat (mulzim) pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi 

hukum maupun dari sudut pandang agama ketika semua 

persyaratan perjanjian/kontrak terpenuhi.25 

Kontrak atau dalam bahasa inggris disebut dengan 

agreement.An Agreement has a significant influence on Islamic 

economic transactions. In Islamic Law, an agreement is known as 

a contract. The function of the contract is fundamental about 

Islamic financial transactions such as sharia pawnshop. Sharia 

pawning is a sharia financial institution that promotes money 

lending for people who need funds by guaranteeing money-valued 

goods.26An agreement is defined as an event in which two people 

or twoparties promise each other to do something or an 

agreement is madeby two or more parties, each of which agrees 

to obey what is statedinthe agreement.27 
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Ika Atikah dan Maimunah, “Perlindungan Nasabah Melalui Klausul Buku 

Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, Jurnal 
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Ika Atikah dan Nur Rohim Yunus, “Urgency of Akad as The Protection of 

Rahn Consumer”, Jurnal hukum Islam Volume 19 Nomor 1, (Juni 2021), h. 2  
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 Ika Atikah, “The Urgency Of Mortgageagreementas An Effort To 

Realizethetrustbybank As Creditor,”Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 1 

(March 2021), h. 39  
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Istilah dan batasan perjanjian atau persetujuan telah tersirat 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: Suatu persetujuan adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai batasan 

tersebut ternyata para sarjana hukum perdata umumnya 

berpendapat bahwa batasan atau pengertian atau dapat juga 

disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan 

Pasal 1313 KUHPerdata menunjukan kekurang lengkapannya dan 

bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan. 

Adapun kekelamahan tersebut dapatlah diperinci:
28

 

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja  

b. Mencakup juga perbuatan tanpa konsensus/kesepakatan.  

c. Perjanjian terlalu luas  

d. Tanpa menyebutkan tujuan 

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas maka perlu 

dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. 

Beberapa sarjana hukum yang memberikan definisi mengenai 

perjanjian adalah:  

                                                             
28

Gita Rachmad Gunawan, “Perbandingan Akad…, h. 29-30.  
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Menurut Salim, H.S, perjanjian adalah hubungan antara 

subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam 

bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak 

atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain 

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan 

yang telah disepakatinya.29 

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain 

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.30 

Menurut R. Wiryono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu 

perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, 

dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, 

sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.31 

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu 

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 
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mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan 

harta kekayaan.32 

Hukum kekayaan yang dimaksud dalam buku III 

KUHPerdata adalah hukum yang megatur hak-hak kekayaan 

yang relative, yaitu hakhak kekayaan yang mempunyai nilai 

ekonomis.Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat 

diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan 

dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan, 

secara tertulis dapat dengan akta otentik dan dapat pula akta 

dibawah tangan.33 

Apabila memperhatikan perumusan perjanjian tersebut di 

atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur dari perjanjian meliputi, 

sebagai berikut: (1) Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang (2) 

Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut (3) Adanya 

tujuan yang akan dicapai (4) Adanya prestasi yang akan 

dilaksanakan (5) Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun 

tertulis (6) Adanya syarat tertentu, sebagai isi perjanjian.34 
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B. Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah hasil keuntungan yang diperoleh dari 

pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang 

diberikan kepada nasabah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di 

mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam 

melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan 

adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara 

kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah 

merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di 

dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha 

harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak 

(akad).Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak 

ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi 

dengan adanya unsur kerelaan di masing-masing pihak, tanpa 

adanya unsur pemaksaan.
35

 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 

mengemukakan bahwa: “Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian 

dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu 

pihak dan seseorang ataubadan hukum pada pihak lain, yang di 
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dalam undang-undang ini disebut “penggarap”. Berdasarkan 

perjanjian mana penggarap diperkenankan olehpemilik tersebut 

untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, 

dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. 

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus 

memperhatikan prinsip At-Ta‟awun, yaitu saling membantu dan 

saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, 

sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur‟an QS.Al-Ma‟idah Ayat 2: 

لَْ  َٔ  َ٘ لَْ انْٓذَْ َٔ ْٓشَ انْحَـشَا وَ  لَْ انشَّ َٔ  ِ
ا شَعَآٰئشَِ اّللّٰ ْٕ ا لَْ ذحُِهُّ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ ـاَُّٚٓاَ انَّزِ

ئِذَ َٰٚ
 انْقََََۤ

ا َاا َٕ سِظْ َٔ ِٓىْ  تِّ ٍْ سَّ ٌَ فعََْۤا يِّ ْٕ ْٛدَ انْحَـشَا وَ ٚثَْـرغَُ ٍَ انْثَ ْٛ  يِّ
ٰٓ
لََْ اٰ اِ رَا حَههَْرىُْ فاَ  ِۗۗ  َٔ َٔ

ا ْٔ ٌْ  ِۗۗ  صْطاَ دُ غْجِذِ انْحَـشَا وِ اَ ًَ ٍِ انْ كُىْ عَ ْٔ ٌْ صَذُّ وٍ اَ ْٕ ٌُ قَ لَْ ٚجَْشِيََُّكُىْ شَُاَٰ  َٔ

ا ْٔ ٖ ۗۘ  ذعَْرذَُ ٰٕ ا نرَّقْ َٔ ا عَهَٗ انْثِشِّ  ْٕ َُ َٔ ذعََا َٔ   ۗ  ٌِ ا  َٔ ا نْعُذْ َٔ ا عَهَٗ الِْْ ثْىِ  ْٕ َُ َٔ لَْ ذعََا َٔ   ۗ 

 َ
ا ذَّقُٕا اّللّٰ َ شَذِْٚذُ انْعِقاَ بِ  ِۗۗ  َٔ ٌَّ اّللّٰ اِ  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar 

kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu 

(hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang 

diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan 

Tuhannya.Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka 

bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada 

suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari 

Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 

mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
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dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 

sangat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah: 2)
36

 

 

Ayat di atas menjelaskan untuk menghindari prinsip Al-

Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya 

menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak 

bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembagian usaha ini dapat 

terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank 

dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan 

prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.Lebih jauh prinsip 

Mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk 

pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan 

Musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.
37

 

Macam-macam bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah 

secara umum dapat dilakukan dengan empat akad yaitu: 

Mudharabah, Musyarakah, muzara‟ah dan musaqah. Namun, pada 

penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada 

umumnya menggunakan prinsip kontrak kerjasama pada akad 

Mudharabah dan Musyarakah. Maka dalam penelitian ini macam-

macam bagi hasil yang dibahas hanyalah Mudharabah dan 
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Musyarakah, karena berkaitan dengan sistem bagi hasil yang akan 

diteliti. 

Mudharabah berasal dari kata al-darb, Pengertian al-darb 

(memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang 

melangkahkan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”. 

Istilah Mudharabahadalah bahasa yang digunakan oleh orang Irak, 

sedangkan qirad bahasa orang Hijaj.yang demikian keduanya 

memiliki arti yang sama yaitu bentuk perjanjian kerja sama.
38

 

Sementara Musyarakah adalah kerja sama dalam melakukan 

suatu perbuatan, baik dalam dunia perdagangan maupun yang 

lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Keduanya saling 

melakukan upaya agar kerja sama tersebut berhasil sesuai harapan. 

Dalam bidang muamalah, akad yang tergolong ke dalam 

Musyarakah ini adalah syirkah, Mudharabah, muzara‟ah atau 

mukhabarah, dan musaqah. Syirkah dan Mudharabah kerja sama 

dalam bidang perdagangan. Sedangkan muzara‟ah atau mukhabarah 

dan musaqah kerja sama dalam bidang pertanian.
39
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 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer,(Depok: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2017), 2. 
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 Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah, (Bandung: PT. Remaja 
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Musyarakah diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan 

partnership (kemitraan).Istilah tersebut tidak spesifik karena 

Mudharabah juga suatu partnership (kemitraan). Lembaga-lembaga 

keuangan Islam menerjemahkan nya dengan istilah “participation 

financing” agar dapat lebih menggaris bawahi salah satu aspek dari 

Musyarakah yang akan dijelaskan di bawah ini. Menurut saya, 

Musyarakah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan 

“kemitraan para pemodal” atau “perkongsian para pemodal”.
40

 

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal 

untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, 

dengan pembiayaan keuntungan berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua 

pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing 

(PBI Nomor 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007). 

Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad 

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dana risiko akan ditanggung bersama 

sesuai kesepakatan. (Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000).
41
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Dalam Musyarakah terdapat dua atau lebih mitra yang 

memasukkan modal guna membiayai suatu investasi.Hasil 

keuntungan dari Musyarakah juga diatur, seperti halnya pada 

Mudharabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan 

kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS).keuntungan 

dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak 

seperti halnya pada Mudharabah dimana satu pihak saja, yaitu 

shahib al-mal, yang menanggung risiko finansial, pada Musyarakah 

kedua pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial.
42

 

 

C. Dasar Hukum Bagi Hasil 

1. Dasar Hukum Mudharabah 

a. Al-Qur‟an 

QS. Al-Muzammil: 20 

 ٍَ غآَٰئفِحَ  يِّ َٔ   ّ ثهُثَُ َٔ   ّ َٔ َصِْفَ ْٛمِ  ِٙ انَّ ٍْ ثهُثَُ ٗ يِ
َٰ وُ ادَْ ْٕ ٌَّ سَتَّكَ ٚعَْهىَُ اَََّكَ ذقَُ اِ

ٍَ يَعَكَ  ْٚ اَ سَ  ِۗۗ  انَّزِ ا نَُّٓ َٔ ْٛمَ  سُ انَّ ُ ٚقُذَِّ
ا لّلّٰ ُِ فرَاَ بَ  ِۗۗ  َٔ ْٕ ٍْ ذحُْصُ ٌْ نَّ عَهِىَ اَ

ا يَا ذَٛغََّشَ  ْٔ ْٛكُىْ فاَ قْشَهُ ٌِ  عَهَ ٍَ انْقشُْاٰ  شْظٰٗ ِۗۗ  يِ ُْكُىْ يَّ ٌُ يِ ْٕ ٌْ عَٛكَُ  ۗ   عَهِىَ اَ

 ِ
ٍْ فعَْمِ اّللّٰ ٌَ يِ ْٕ ٌَ فِٗ الَْْ سْضِ ٚثَْرغَُ ْٕ ٌَ ٚعَْشِتُ ْٔ اٰ خَشُ ٌَ ٚقُاَ  ۗ   َٔ ْٔ اٰ خَشُ َٔ

 ِ
ْٛمِ اّللّٰ ْٙ عَثِ ٌَ فِ ْٕ شَ يُُِّْ  ۗ   ذهُِ ا يَا ذَٛغََّ ْٔ هٰٕجَ  ۗ   فاَ قْشَهُ ٕا انصَّ ًُ ْٛ اَ قِ اٰ ذُٕا َٔ َٔ
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ا حَغَُاا َ قشَْظا اَ قْشِظُٕا اّللّٰ َٔ كٰٕجَ  ْٛشٍ  ِۗۗ  انضَّ ٍْ خَ َْفغُِكُىْ يِّ ا لَِْ  ْٕ يُ يَا ذقُذَِّ َٔ

ا اعَْظىََ ااَْشا َّٔ ا  ْٛشا َٕ خَ ُْ ِ
ُْذَ اّللّٰ ُِ عِ ْٔ َ  ِۗۗ  ذجَِذُ

ا عْرغَْفِشُٔا اّللّٰ َٔ  ِۗۗ  َ ٌَّ اّللّٰ اِ

ْٛى   حِ س  سَّ ْٕ  غَفُ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau 

(muhammad) berdiri (sholat) kurang dari pertiga malam, atau 

seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) 

segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah 

menetapkan ukuran malam dan siang.Allah mengetahui 

bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, 

maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah 

apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur‟an; Dia mengetahui 

bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan 

yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia Allah; 

dan yang lain berperang dijalan Allah, maka bacalah apa 

yang mudah (bagimu) dari Al-Qur‟an dan laksanakanlah 

sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada 

Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu 

perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya 

disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling 

besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; 

sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang”. (QS. Al-

Muzammil: 20)
43

 

 

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad 

Mudharabah dalam ayat ini adalah yadhribun yang sama akar 

kata Mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu 

perjalanan usaha.Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai 

manusia yang hidup di mana, maka kiranya senantiasa mencari 
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rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu 

dengan kerja sama antara manusia. Di dalam Al-Qur‟an, 

termasuk dalam ayat diatas memang tidak ada secara tegas 

menerapkan tentang pelaksanaan Mudharabah, tetapi dari 

berbagai ayat tentang muamalah, dapat diambil kesimpulan 

bahwa untuk bekerja samaMudharabah diperbolehkan.
44

 

b. Hadits 

Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas: 

طهَِةِ إِرَا دَفعََ يَالْا يُعَاسَتحَا  ًُ ٍُ عَثْذِ انْ ٌَ انْعَثَّاطُ تْ ٍِ عَثَّاطٍ قاَلَ : كَا ٍِ اتْ عَ

لَْ اشُ  َٔ ادِٚاا  َٔ  ِّ ُْضِلَ تِ لَْ َٚ َٔ ا  ِّ تحَْشا ٌَّ لَْ ٚغَْهكَُ تِ ِّ أَ رشََغَ عَهَٗ صَا حِثِ

ٍ  فشَُفِعَ شَشْغُُّ إنَِٗ سَعُٕلِ  َٕ ظَايِ ٌَّ فعََمَ فَُٓ ِ ِّ رَاخَ كَثذٍِ سَغْثحٍَ فئَ َٖ تِ ٚشَْرشَِ

ػ عٍ )سٔاِ انطثشاَٙ فٗ الأٔع اللِّ ـ صهٗ اللّ عهّٛ ٔعهى ـ فأََ اَاصَُِ 

 اتٍ عثاّط(

Artinya: “Dari ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul 

Muththalib apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam 

investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada 

mudharib nya agar harta itu tidak dibawa melwati lautan, 

tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang 

tunggangan. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, 

maka ia bertanggung jawab mengambil resiko. Syarat-syarat 

yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, 

lalu Rasulmembenarkannya” (HR. At-Thabrani).
45
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Hadis di atas secara jelas menyinggung masalah 

mudarabah.Yang merupakan Al-Sunnah al-taqririyah atau 

persetujuan Rasulullah terhadap perilaku atau tindakan sahabat 

yang mempraktikkan mudarabah.Hadis ini menjadi landasan 

diperbolehkan dan disyariatkannya mudarabah.
46

 

c. Ijma‟ Ulama 

Dasar yang diterapkan Mudharabah dalam ijma‟ adalah 

sebuah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap 

legitimasi menggunakan harta anak yatim untuk 

Mudharabah.Perilaku semacam itu tidak ada yang 

mempermasalahkan.
47

 

2. Dasar Hukum Musyarakah 

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad 

Musyarakah adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an 

QS. Sad ayat 24: 

 ّٖ كَ تغُِؤَالِ َعَْجَركَِ انِٰٗ َِعَا اِ ًَ ٍَ انْخُهـَطآَٰهِ  ِۗۗ  قاَ لَ نقَذَْ ظهََ ا يِّ ْٛشا ٌَّ كَثِ اِ  َٔ

ْٙ تعَْعُٓىُْ عَهٰٗ  ا نَٛثَْغِ ْٛم  يَّ قهَِ َٔ هحِٰدِ  هُٕا انصّٰ ًِ عَ َٔ ا  ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ تعَْطٍ الَِّْ انَّزِ

اََاَ بَ  ِۗۗ  ْىُْ  َّٔ ا  خَشَّ سَا كِعا َٔ   ّ ُّ فاَ عْرغَْفشََ سَتَّ
ا فرََُّٰ ًَ دُ اَََّ  ٔ ٍَّ دَا ظَ َٔ  
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Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat 

zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 

(ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara 

orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan 

Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia 

memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud 

dan bertobat” (Q.S. Sad: 24)
48

 

 

b. Hadits 

Hadis riwayat Abu Daud: 

ْٚشَجَ  ٍْ أتَِٙ ْشَُ ِّٙ إنَِٗ ُّ فعَُ َٙ اّللُّ عَُُّْ ٚشْ سَظِ عَ ٌَّ "ىَ هَّ عَ َٔ  ِّ ْٛ هَ عَ  ٗ اللُّ هَّ صَ  انَُّثِ إِ

ا صَاحِثَُّ فئَرَِا خَاََُّ "اللَّ ٚقَُٕلُ  ًَ ٍْ أحََذُ ُْ ٍِ يَا نىَْ ٚخَُ ْٛ شِٚكَ أََاَ ثاَنِثُ انشَّ

ا ًَ ِٓ ُِْٛ ٍْ تَ  خَشَخْدُ يِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW 

bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga 

(Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan 

mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak 

berkhianat kepada perseronya. Apabila di antara mereka ada 

yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak 

melindungi”. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim)
49

 
 

c. Ijma‟ Ulama 

Ijma Ulama atas kebolehan Musyarakah sebagaimana 

dikutip dari Wahbah Zuhailidalam kitab “Al-Fiqh al-Islami wa 
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Adillatuhu”. Ulama muslim sepakat akan keabsahan kontrak 

Musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan 

pendapat diantara mereka atas beberapa jenis Musyarakah. 

Secara eksplisit, ulama telah sepakat akan praktik kontrak 

Musyarakah, sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan 

legalitas syar‟i.
50

 

 

D. Rukun dan Syarat Bagi Hasil 

1. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Rukun dan syarat Mudharabah merupakan hal penting, 

sebab Mudharabah yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, 

maka akad kerja samaMudharabah tersebut akan dinilai tidak sah 

atau batal hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur 

tentang rukun dan syarat Mudharabah sehingga kerja sama itu 

dapat dikatakan sah oleh syara‟. 

a. Rukun Mudharabah 

Menurut ulama Syafi‟iyah, rukun mudharabah ada enam, 

yaitu: 1) pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, 

2) orang yang bekerja yaitu mengelola harta yang diterima dari 
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pemilik barang, 3) akad mudharabah dilakukan oleh pemilik 

dan pengelola barang, 4) maal yaitu harta pokok atau modal, 

5) amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga 

menghasilkan laba, 6) keuntungan.51 Sedangkan menurut pasal 

232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah 

ada tiga, yaitu: 1) shahib al-mal/pemilik modal, b) 

mudharib/pelaku usaha dan 3) akad.52 

Dari beberapa pendapat di atas maka rukun dari akad 

Mudharabah terdiri atas: 1) Shahibul maal/rabulmal (pemilik 

dana/nasabah), 2) Mudharib (pengelola dana/pengusaha/bank), 

3) Amal (usaha/pekerjaan), 4) Ijab Qabul. 

b. Syarat Mudharabah 

Syarat-syarat Mudharabah, sesuai dengan rukun yang 

dikemukkan Jumhur Ulama diatas adalah 1) Orang yang 

berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat 

sebagai wakil, 2) Mengenai modal disyaratkan: berbentuk 

uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya 

kepada mudharib (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu 
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berbentuk barang, menurut Ulama fiqh tidak dibolehkan, 

karena sulit untuk menentukan k[euntungannya, 3) Yang 

terkait dengan keuntungan disyariatkan bahwa pembagian 

keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari 

keuntungan dagang itu.
53

 

2. Rukun dan Syarat Musyarakah 

a. Rukun Musyarakah 

Rukun syirkah (Musyarakah) diperselisihkan oleh para 

ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada 

dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang 

menetukan adanya syirkah(Musyarakah). Syarat-syarat yang 

berhubungan dengan syirkah (Musyarakah) menurut 

Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini: 

Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah 

baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini 

terdapat dua syarat, yaitu: 1) yang berkenaan dengan benda 

yang diakadkan adalah harus dapat diterima dengan 

perwakilan, 2) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu 
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pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua 

pihak. 

Sesuatu yang berkaitan dengan syirkah mal (harta), 

dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: 

1) bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari 

alat pembayaran (nuqud), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, 2) 

yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah 

dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. 

Sesuatu yang berkaitan dengan syarikat mufawadhah, 

bahwa dalam mufawadhah disyaratkan: 1) modal (harta 

pokok) dalam syirkah mufawadhah harus sama, 2) bagi yang 

bersyirkah ahli dalam kafalah, 3) bagi yang dijadikan objek 

akad disyaratkan syirkah umum, pada semua macam jual beli. 

b. Syarat Musyarakah 

Syarat yang berkaitan dengan syirkah al-inansama 

dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah. Menurut Malikiyah 

syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan 

akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd). 

Syafi‟iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah 

hukumnya hanyalah syirkah al-inan, sedangkan syirkah yang 
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lain batal. Kemudian dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri 

bahwa rukun syirkah adalah dua orang (pihak) yang berserikat, 

shighat dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. 

Syarat-syarat syirkah, dijelaskan oleh Idris Ahmad 

berikut ini. 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin 

masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan 

mengendalikan harta itu. 2) Anggota serikat itu saling 

mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang 

lainnya. 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat 

dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata maupun 

bentuk yang lainnya.
54

 

 

E. Implementasi Bagi Hasil Menurut Para Fuqaha 

Mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah. 

Pengertian Mudharabah menurut Fatwa tersebut adalah pembiayaan 

yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang 

produktif. Mudharabah menurut para fuqaha adalah akad antara dua 

pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan 
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hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian 

yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau 

sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
55

 

Ulama  madzhab fikih memberikan pengertian masing-masing 

terkait definisi Mudharabah atau qiradh.Madzhab Hanafi 

mengatakan bahwa akad Mudharabah ditinjau dari tujuan dari kedua 

belah pihak yang berakad ialah bagi hasil dalam keuntungan karena 

pemilik modal menyerahkan dananya dan pengelola bekerja 

menjalankan usahanya.Oleh karena itulah madzhab Hanafi 

mendefinisikan bahwa Mudharabah ialah suatu akad untuk bagi 

hasil dari keuntungan dengan modal dari pihak pertama dan 

pengelolaan usaha dari pihak kedua.
56

 

Madzhab Maliki mengatakan Mudharabah atau qiradh dalam 

syar‟i ialah suatu akad untuk mewakilkan modal yang ada pada 

pemilik modal kepada yang lainnya untuk dijadikan usaha, dengan 

bentuk modal khusus yaitu uang emas atau perak yang biasa dipakai 
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transaksi, dan pemilik modal mesti menyerahkan dana kepada 

pengelola sesuai dengan yang dia inginkan untuk dijadikan usaha.
57

 

Madzhab Hambali mengatakan bahwa Mudharabah itu ialah 

sebuah ungkapan untuk penyerahan modal tertentu dari pemilik dana 

yang diambil dari hartanya sendiri kepada orang yang akan 

menjalankan usaha dengan imbalan mendapat bagian tertentu yang 

bersifat umum dari keuntungannya, dan modal itu harus berupa mata 

uang resmi. Seperti halnya penyerahan dana bisa juga dengan titipan 

kepada seseorang kemudian dikatakan kepadanya “Bekerjalah 

dengan uang yang dititipkan tersebut secara Mudharabah”. 

Sehingga Mudharabah menurut mereka seperti halnya titipan.
58

 

Madzhab Asy-Syafi‟i mengatakan bahwa Mudharabah atau 

qiradh itu ialah suatu akad yang berisi penyerahan dana seseorang 

kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi masing-

masing dari kedua belah pihak tadi mendapat bagian dari 

keuntungan dengan syarat-syarat khusus.
59

 

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-fiq al-Islami wa Adillatuh 

menyebutkan bahwa Mudharabahsecara bahasa terambil dari kata 
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 maksudnya pemilik harta memotong ,(potongan)القطع berarti قرض

sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk 

digunakan sebagai modal usaha. Mudharabah juga terambil dari 

kata المقارضة yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam 

hak menerima keuntungan. Secara terminologi Mudharabah berarti 

sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk 

modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu 

untuk pihak pemilik modal (sahibul mal) dan pelaku usaha atau 

yang menjalankan modal (mudarib) dengan prosentase atau jumlah 

sesuai dengan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian maka 

ditangung oleh pemilik modal.
60

 

Adapun menurut para ahli fikih, Mudharabah itu ialah suatu 

akad diantara dua orang dengan transaksi salah seorang 

menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk dijadikan usaha 

dengan kompensasi mendapat imbalan bagian tertentu yang bersifat 

umum dari keuntungan seperti mendapat bagian setengah, sepertiga 

dan lain sebagainya disertai syarat-syarat yang khusus. Secara dzahir 

pengertian tersebut bersesuaian dengan makna bahasannya kecuali 
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dengan tambahan syarat-syarat yang bisa menjadikan akad tersebut 

sah atau rusak dari sudut padangsyar‟i.
61

 

 

F. Pertanggungan Resiko dalam Bagi Hasil 

Suatu akad akan dikatakan berakhir apabila telah mencapai 

tujuan. Misalnya dalam melakukan kerja sama, akad dikatakan 

berakhir bila keuntungan dan kerugian telah disepakati. Selain itu 

akad dipandang berakhir apabila telah terjadi fasakh atau telah 

berakhir waktunya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad 

berakhir karena beberapa faktor sebagai berikut : modal yang 

diberikan atau pemilik modal menarik modalnya, salah seorang yang 

berakad meninggal dunia. 

1. Berakhirnya Akad Mudharabah 

Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal: 1) 

masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang 

untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau 

pemilik modal menarik modalnya, 2) salah seorang yang berakad 

meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut 

jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabahsama 
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dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan 

wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama 

berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. 

Akan tetapi ulam madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah 

seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, 

tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut 

mereka akad mudharabah bisa diwariskan, 3) salah seorang yang 

berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak 

hukum, 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), 

menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal, 5) modal 

habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. 

Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut 

dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang 

bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang 

bisa dikelola oleh pekerja.62 

Berdasarkan kutipan dari ahli-ahli fiqh pengikut Hambali 

dan Maliki yang telah disebutkan, hal tersebut juga jelas bahwa 

jika semua pihak mengikat diri mereka untuk tidak mengakhiri 

kontrak sebelum waktu yang ditentukan, maka kontrak itu 
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dianggap tidak sah.Akan tetapi, suatu kontrak Mudharabah 

berakhir disebabkan oleh kematian seseorang yang pernah 

menjadi bagian dalam kontrak tersebut.Kontrak tersebut dapat 

dilanjutkan apabila terdapat lebih dari dua mitra usaha dengan 

persetujuan dari orang-orang yang masih ada. 

Semua mahzab hukum setuju terhadap prinsip ini 

sebagaimana yang dijelaskan pada kutipan-kutipan tersebut: Ali 

al Khafiif menyebutkan: “Ketika seorang mitra meninggal dunia, 

maka pengembangan sahamnya dalam kemitraan usaha dan 

kontraknya menjadi berakhir, dengan demikian bagian tersebut 

diserahkan kepada ahli warisnya, dan kontrak yang telah 

dilakukan dengan almarhum menjadi terhapus”. Pengikut 

Hambali mengatakan: “Apabila salah seorang dari kedua mitra 

usaha tersebut meninggal seorang ahli waris yang berkompeten 

mempunyai hak untuk melanjutkan kontrak dan mitra usahanya 

akan mengijinkan untuk dilaksanakan transaksi-transaksi yang 

dilakukan kemudian, serta adanya hak untuk membagi asset”. 

Kedua pendapat tersebut dapat menjadi alasan penguat 

bahwa berakhirnya kontrak akad Mudharabah karena kematian 
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dapat diwariskan kepada ahli waris yang berkompeten untuk 

melaksanakan akad Mudharabah yang sedang berlangsung.
63

 

2. Berakhirnya akad Musyarakah 

a. Salah seorang mitra menghentikan akad 

b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal 

c. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat 

digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap 

hukum, baligh, dan berakal sehat dengan persetujuan semua 

ahli waris lainnya dan juga mitra lainnya. 

d. Modal Musyarakah hilang atau habis 

Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan 

mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan 

tersebut dikatakan bubar karena Musyarakah berawal dari 

kesepakatan untuk bekerja sama dan setiap mitra mewakili mitra 

lainnya dalam kegiatan operasional. Dengan tidak ada lagi salah 

seorang mitra maka berarti hubungan perwakilan juga dianggap 

sudah tidak ada.
64
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G. Sistem Pembagian Keuntungan Dan Kerugian Bagi Hasil Dalam 

Hukum Islam 

Dalam kerja sama bagi hasil antara satu pihak atau lebih pasti 

akan menghadapi yang namanya keuntungan dan kerugian, berikut 

adalah beberapa sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam 

bagi hasil: 

1. Presentase 

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam benuk 

presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam 

nilai nominal Rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misal 

50:50, 80:20, 70:30, atau 60:40. Jadi, nisbah keuntungan ini 

ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi 

setoran modal, tentu saja dapat disepakati apabila ditentukan 

nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. 

2. Bagi untung dan bagi rugi 

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari 

akad bagi hasil itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak 

investasi.Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat 

bagian yang besar pula.Bila laba bisnisnya kecil, mereka 
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mendapat bagian yang kecil juga.Begitupun sebaliknya dengan 

kerugian. 

3. Jaminan  

Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian 

yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis, bukan 

karena risiko karakter yang buruk, misalnya karena mudharib 

lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak bagi hasil, 

maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian seperti itu. 

4. Menentukan besarnya nisbah 

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan 

masing-masing pihak yang berakad.Jadi, angka besar nisbah ini 

muncul sebagai hasil tawar menawar kesepakatan antara para 

pihak.Dengan demikian maka angka nisbah setiap bagi hasil 

bervariasi. 

5. Cara menyelesaikan kerugian 

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah : 

pertama, diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena 

keuntungan merupakan pelindung modal. Kedua, bila kerugian 

melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.
65
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Jika dalam kerja sama yang dilakukan pihak pertama 

sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola 

usaha. Keuntungan dalam bagi hasil akan dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang disepakati. 

Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak yang melakukan 

kelalaian.  

 

H. Konsep Dasar Bagi Hasil Perspektif Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-

iqtishad al-Islami. Al-iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yakni 

pertengahan dan berkeadilan.Iqtishad (ekonomi) didefenisikan 

dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi 

kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya.Ekonomi pada 

umumnya didefenisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia 

dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi 

yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi.
66

 

Pengertian ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra ekonomi 

Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi 

kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya 
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yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada 

pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa 

perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa 

ketidakseimbangan lingkungan.Menurut Muhammad Abdul Mannan 

berpendapat Ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.67 

Eksistensi ekonomi syariah bagian tidak terpisahkan secara 

integral dan menyeluruh dari ajaran Islam, dikarenakan prinsip 

dasarnya kembali pada keislaman.Ini menjadi fitrah banyak orang 

berperan didalamnya, menghindari benturan dalam pelaksanaannya, 

bebas melakukan kegiatan ekonomi secara aman menjadi kekhasan 

pada sistem ekonomi syariah.Bebas memproduksi roda ekonomi 

menjadi hal mendesak selama memberikan kemanfaatan banyak 

orang. Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia memberikan dampak 

positif bagi peningkatan perekonomian nasional dengan minat 

masyarakat menggunakan jasa lembaga ekonomi syariah .Ekonomi 

syariah merupakan bagian dari disiplin ilmu social, sehingga 

eksistensinya memegang peranan utama dalam ekonomi dunia yang 

diklaim sekarang menjadi sumber pendapatan negara.Kemunculan 

                                                             
67

 Rozalinda, Ekonomi Islam…, h 2. 



 78 

ekonomi Islam bukan dikarenakan sistem ekonomi kapitalis 

memiliki banyak merugi dan tidak adil.Dia datang tuntutan dari 

kesempurnaan Islam itu sendiri. Ekonomi syariah memiliki sistem 

tersendiri yang termaktub dalam nash dan hadits. Fiqih muamalah 

merupakan peraturan Islam yang memiliki keterkaitan dengan 

hukum perniagaan, dan telah menjadi frame work yang legal untuk 

ekonomi Islam.Hubungan antara fiqih muamalah dan ekonomi Islam 

seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan 

bahasa.Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqih 

muamalah, bahkan kegiatan ini hendak diawali dan dipandu oleh 

fiqih muamalah.
68

 

Keterkaitan antara ekonomi Islam ialah cara pandang dan 

bertindak secara ekonomi berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. 

Prinsip Keadilan adalah salah satunya, bahkan Allah menempatkan 

keadilan ini paling dekat dengan taqwa, karena ketaqwaan termasuk 

prinsip utama dalam Islam sebagai pondasi berbuat keadilan.
69
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Keadilan menurut Ibnu Taimiyah adalah “memberikan sesuatu 

kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus 

diperolehnya tanpa harus meminta, tidak berat sebelah dan tidak 

memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, 

mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan 

tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan”.
70

 

Keadilan merupakan kesadaran sepenuhnya terhadap sesuatu 

kepada orang lain yang memang sudah menjadi haknya atas sesuatu 

itu, sehingga masing-masing memperoleh peluang dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun. 

Keharaman bunga dalam Syari‟ah adalah membawa dampak 

penghapusan bunga secara mutlak, teori tentang profit and loss 

sharing dibentuk sebagai tawaran konsep diluar sistem bunga yang 

seringkali tidak memberikan keadilan karena telah mendatangkan 

diskriminasi terhadap pembagian resiko ataupun keuntungan bagi 

para pelaku ekonomi. Prinsip keungan Islam dibangun berdasarkan 

adanya pelarangan riba, transaksi ekonomi berlandaskan 

pertimbangan adanya mewujudkan rasa keadilan, resiko bisnis yang 
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ditanggung bersama, tuntunan berbisnis secara halal, larangan gharar 

(kecurangan).Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati ialah 

nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase hasil71 yang telah 

diproduksi. Nilai nominal bagi hasil yang telah diterima, barulah 

akan diketahui setelah hasil dari pemanfaatan dana benar-benar 

nyata adanya. 

Bagi hasil atau Profit Sharing secara etimologi diartikan 

sebagai berbagi keuntungan, didalam kamus ekonomi profit sharing 

ini diartikan sebagai pembagian laba, profit secara istilah yakni 

selisih yang muncul ketika total pendapatan dalam suatu usaha lebih 

besar dari pada biaya total. Istilah lain dari profit sharing adalah 

bagi hasil yang dihitung berdasarkan hasil bersih dari total 

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat 

perolehan pendapatan tersebut. bagi hasil dalam kegiatan ekonomi 

ialah bentuk perolehan atau pengembalian dari kontrak kerjasama 

antara dua orang atau lebih yang berakad dan besarnya perolehan itu 

tergantung pada hasil usaha yang dilakukan. Bagi hasil merupakan 

bagian yang sangat penting dalam melakukan usaha kerjasama, 
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prinsip bagi hasil ialah manifestasi dari prinsip keadilan, persamaan 

dalam transaksi ekonomi Syari‟ah.
72

 

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi bagi hasil adalah kerjasama 

antara dua orang pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk 

mencapai keuntungan bersama dan keuntungannya dibagi 

berdasarkan kesepakatan diawal.
73

 

Terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan bagi mitra 

bisnis yang menjalankan investasi musyarakah, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk 

menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi 

keuntungan atau penghentian musyarakah. Bila tidak ditentukan 

pada saat akad, akan menimbulkan ketidakjelasan (gharar) yang 

dilarang oleh syariah dan tentu sangat besar potensinya terjadinya 

konflik antar mitra. 

b. Keuntungan harus diperhitungkan atas dasar kas (cash basis), 

bukan dasar akrual (accrual basis). Laporan laba rugi atas dasar 

akrual diubah ke dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi 
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hasil dengan menyesuaikan pos-pos akrual baik pendapatan 

maupun beban sehingga diperoleh nilai yang akan dibagihasilkan. 

c. Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan 

nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada 

sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan diawal yang 

ditetapkan hanya untuk syarik tertentu. Bila ada yang ditetapkan 

untuk syarik tertentu, maka ini dilarang dan termasuk riba yang 

diterima salah satu syarik tersebut. 

d. Salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 

melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan 

kepadanya. Ketentuan ini tentu harus mendapat ijin atau 

disepakati dengan syarik lainnya dan tidak dibolehkan tanpa 

sepengetahuan syarik lainnya tersebut. 

e. Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus pada saat 

berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam 

akad. Hal ini harus disepakati oleh semua mitra pada awal akad. 

f. Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para 

syarik secara proporsinal sesuai dengan porsi modal usaha yang 

disertakannya. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membagi 

kerugian berdasarkan nisbah kesepakatan karena akan berpotensi 
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merugikan salah satu mitra. Ini termasuk keadilan dalam syariat 

kita, bahwa kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal dan 

proporsional jika digunakan akad musyarakah74 
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